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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1.  Kasus penggunaan lagu “Khusnul Khotimah” ciptaan Opick 

diparodikan menjadi lagu “Eta Terangkanlah tidak melanggar hak cipta 

dikarnakan dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta, Pasal 43 huruf d, yaitu: “Pembuatan dan 

penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi 

dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan 

Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak 

keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”. 

Kasus penggunaan lagu “Tanah Airku” ciptaan Ibu Sud di aransemen 

oleh DJ Alffy Reff menggunakan music EDM (Electronic Dance Music), 

telah melakukan pelanggaran hak cipta dikaitkan dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9, yaitu: 

1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 

a. penertiban Ciptaan; 

b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. penerjemahan Ciptaan; 

d. pengadaptasian, penganransemenan, atau pentransformasian 

Ciptaan; 

e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 
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f. pertunjukan Ciptaan; 

g. Pengumuman Ciptaan; 

h. Komunikasi Ciptaan; dan 

i. Penyewaan Ciptaan 

2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta. 

3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

dilarang melakukan Penggandaan, dan/ atau Penggunaan Secara 

Komersial Ciptaan. 

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas vonis yang 

diberikan oleh pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5599).  Hal  ini  

dikarenakan  kurangnya  menegakkan  sanksi  hukum terhadap 

tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak memberikan 

efek jera atau tidak memberatkan bagi terdakwa, sehingga akan 

menimbulkan pelaku hak cipta yang baru. Dalam pembajakan hak 

cipta pemegang hak cipta akan menimbulkan kerugian kepada 

pemegang hak cipta dan dalam skala besar akan menimbulkan 

kerugian terhadap pemerintahan ataupun perekonomian negara, oleh 
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karena itu penegakan dalam kasus hak cipta di bidang industri 

haruslah ditegakkan sanksinya sesuai Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor 266,  Tambahan  

Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5599) sehingga 

undang-undang tersebut dapat berlaku secara optimal dan dapat 

meminimalkan kasus pelanggaran hak cipta. 

B. SARAN 

1. Bahwa perlu ada kesadaran dari pemakai hak cipta (performer) agar 

lebih memperhatikan lagu-lagu atau musik yang 

dibawakan/ditampilkan secara komersil dengan membayarkan royalti 

pada si pencipta lagu atau musik tersebut. 

2. Pemerintah lebih memperhatikan peraturan khusus mengenai 

pembayaran royalti, agar lembaga yang mempunyai kewenangan 

dalam menagih royalti dari para pengguna hak cipta (performer). 

Membuat aturan khusus mengenai pembayaran royalti dimaksud agar 

terdapat kejelasan dalam melakukan pembayaran dan penerimaan 

royalti. 

3. Hendaknya dalam melindungi pencipta lagu dan lagu ciptaan dari 

perbuatan melawan hukum oleh produser rekaman suara 

berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan secara 

konsekuen penegakan hukum terhadap setiap perbuatan melawan 

hukum yang merugikan pencipta lagu dilakukan termasuk peran aktif 
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dari lembaga kolektif dalam   mengawasi pelaksanaan dan memantau 

setiap perjanjian lisensi oleh lagu ciptaan yang dilakukan oleh 

pencipta lagu / pemegang hak cipta terhadap produser rekaman 

suara, sehingga setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan 

pencipta lagu / pemegang hak cipat dapat segera dilakukan tindakan 

hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Hendaknya dalam setiap putusan pengadilan yang menangani 

perkara perjanjian lisensi hak cipta antara pencipta / pemegang hak 

cipta dengan produser rekaman suara wajib memahami secara lebih 

mendetail tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian 

lisensi hak cipta atas lagu sehingga dalam memberikan perlindungan 

hukum maupun putusan tidak melakukan kesalahan dalam penerapan 

hukumnya yang berdampak pada kerugian bagi pencipta/pemegang 

hak cipta baik materil maupun moril. 

5. Hendaknya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu 

/ pemegang hak cipta maupun lagu ciptaan dari perbuatan melawan 

hukum oleh produser rekaman suara dilaksanakan secara tegas dan 

konkrit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

hak cipta yang baru yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang 

menekankan kepada penegakan hukum oleh aparat penegak hukum 

di bidang pelanggaran hak cipta dalam hal terjadinya setiap 

pelanggaran di bidang hak cipta khususnya lagu yang merugikan 

pencipta / pemegang hak cipta dan juga memaksimalkan kinerja 
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lembaga kolektif yang baru dibentuk untuk melakukan pengawasan / 

pemantauan terhadap setiap pelanggaran hak cipta dan juga 

melakukan pengutipan terhadap royalti dari pencipta / pemegang hak 

cipta atas lagu-lagu yang digunakan secara komersial. 

6. Bagi   pemerintah   dalam   mengoptimalkan   Undang-Undang   

Republik   Indonesia Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  

dapat  dilakukan  melalui  penyuluhan  dan sosialisasi kepada 

masyarakat luas, seperti mengadakan seminar dan lomba karya 

ilmiah, sehingga masyarakat lebih mengetahui sanksi yang berlaku. 

Bagi masyarakat terutama Wahana Musik Indonesia dan Sentral 

Lisensi Musik Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif agar 

turut aktif dalam mengatasi maraknya peredaran dan pembajakan di 

bidang industri kreatif, karena industri kreatif itu muncul dari 

masyarakat individu maupun kelompok. Bagi aparat penegak hukum 

membuat prioritas penegakan hukum tentang hak cipta selain itu 

dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta haruslah tegas dan 

mampu membuktikan bahwa hukum itu tidak diskriminatif sehingga 

aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya serta 

menepatkan etika dan moral sebagai sumber norma hukum. 
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